BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Kketentuan Pasal 37 ayat (2)
Peraturan Pcmerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ten'tang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
teatang Desa, juncto Pasal 21 dan 24 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Desa Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Noinor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);



. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pémerintahan Daerah = (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Uhda.ng—Undang
Nomor 9 Tahun 2015 téntang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679};

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
20il4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Pepublik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peratu;ah Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2014 Momor 2091);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (3erita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun
2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);



Menetapkan :

MEMUTUSXAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2

:-1

Kabupaten adalah Kabupaten Sanggau.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan nemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah Kabupéten Sanggau.

Bupati adalah Bupati Sanggau.

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator
penyelenggraa.1 pemerintahan di wilayah kerja kecamatan
yang dalem pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan
kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan
t."u'gas umum pemerintahan.

Desa adalah kesatuen masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintuh Desa adalah kepala desa dibantu perangkat
desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pemmbangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

pemberdayaan masyarakat desa.



9.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD adalah lembaga vyang melaksanakan fungsi

. pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

10.

11.

12.

13.

14.

penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur
masyaraket  yang  diselenggarakan oleh . Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang
bersifat strategis. '

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-
urdangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan
kewenangan.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa
meliputi  kewenangan  berdasarkan hak asal-usul,
kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang
citugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
atau pemerintah' daerah " serta kewenangan lain yang
ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
atau pemerintah daerah sesuai dengan Kketentuan
peraturan pervndang-undangan. '

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak
yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa
desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan
perkembangan kehidupan masyarakat.

Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan
untuk mengatur dan meﬁgu:us kepentingan masyarakat
desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan
efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena
perkembangan desa dan prakar_sé masyarakat desa.



BAB 11
RUANG LINGKUP
: Paszl 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

. kewenangan berdasarkan hak asal usul;

. kewenangan lokal berskala Desz;
mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;

. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keuangan Desa;
pembiayaan; dan
pembinaan dan pengawasan.

OO o P

BAB III
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Rincian kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, meliputi :
a. sistim orgcnisasi masyarakat adat;

b. pembinaan kelembagaan 1aasyarakat;

¢. pembinaan lembaga dan hukum adat;

d. pengelolaan tanah kas Desa; dan

e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 4

Kewenangan desa berdasarkan hak asal wusul setelah

cilakukan identifikasi dan inventarisasi, adalah:

a. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan
hak-hak perdata;

b. Pencatatan dan inventaris kepemilikan hak atas tanah di
Desa;

. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;

d. Pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan
masyarakat Desa;

¢. Pengelolaan kekayaan dan aset Desa; dan

{. Pelestarian, gotong-royong, adat istiadat, seni tradisional
dan budaya desa.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL EZRSKALA DESA
Pasal 5

Rincian kewenangan lokal berskale Desa, meliputi :

a. Pengelolaan taribatan perahu;

b. Pengelolaan pasar desa;

c. Pengelolacn tempat pemandian,;

d. Pengelolaan jaringan irigasi;

e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;

f. Pembinaan keschatan masyarakat dan pengelolaan pos
pelayanan terpadu;



g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dar. belajar;

h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;

i. Pengelolaan embung Desa;

J- Pengelolaan air minum berskala Desa; dan

k.Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah

[Crtanian .

Pasal 6

Kewenangan Lokal Berskala Desa hasil Identifikasi dan
Inventarisasi, meliputi:

a.

R

el

penyiapan patok dan dokumen batas desa;

penataan Dusun;

pendayagunaan Profil Desa;

pengelolaan Badan Usaha MilikDesa;

penetapan kerja sama antar-Desa;

pengelolaan kesehatar. desa;

pengeiolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)/TK milik
Desa;

pengelolaan Teknologi Tepat Guna;

pengelolaan kesehatan ling<ungan;

pengelolaan perikanan. peternakan, pertanian, perkebunan
milik Desa;

pengembangan produk unggulan Desa

pengembangan pusat perekonomian Desa;

- pengelolaan dan penetapan cadangan pangan (lumbung)

Desa;

nengelolaan wisata Desa;

Pengeloiaan lahan kritis skala Desa;

pengelolaan sumber daya alam Desa bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat;

pembinaa:. ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
peningkatan Kkapasitas aparatur Desa, BPD, lembaga-
lembaga Desa dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya;
Penanganan Kebakaran hutan dan lahan desa.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

(1) Pemerintal: Desa menetapkan Peraturan Desa tentang

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan
kebutuhan lokal.

(2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan
Musyawarah Desa.



Pasal 8

Penataan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut:

a.

b.

o0

(1)

(%)

pemilihan jenis kewenangan berdasarkan daftar yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;

penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan
Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
klarifikasi Peraturan Desa; dan

pelaksanaan.

Bagian Keaua
Pemilihan Jenis Kewenangan

Pasal 9

Pemilihan kewenangan Uesa dilakukan dalam forum
Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan
dihadiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, lembaga
kemasyarakatan Desa den unsur masyarakat.

Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (i) dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oieh Xepala Desa, BPD dan perwakilan
peserta Musyawarah Desa.

Keputusan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah
Desa dalam penyusunan Peraturan Desa tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Format berita acara dan Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dar ayat (3} tercantum dalam
Lampiren yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penyusuran, Pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan
Pasal 10

Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa
berdasarkan keputusan hasil Musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun,
dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan Camat
untuk mendapatkan masukan.

BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
Desa dalam rangka memastikan keputusan hasil
Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan rancangan
Peraturan Desa.

Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh
Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati
bersama.



(5)

6)

(7)

(&)

(1)

o)

(6)

(7)

Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama
cich BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh pimpinan
BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Desa.

Penyainpaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktfu
paling lema 7 (tujub) hari sejak tanggal kesepakatan
bersama.

Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Peraturan
Desa paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya
rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.

Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam Lembaran
Desa.

Bagian Keempat
Klarifikasi
Pasal 11

Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) disampaikan oleh Kepala

Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak

diundangkan untuk diklarifikasi.

Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa paling lama

30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Dalam melakukan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Bupati aapat membentuk tim klarifixasi Peraturan

Desa atau mende'egasikan kepada Camat.

Hasil klarifikasi sebagaimaua dimaksud pada ayat (2) dapat

berupa:

a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan
umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi; dan

b. hasil klariiikas: yang bertentangan dengan kepentingan
umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam hal hasil klarifikasi sehagaimana dimaksud pada
ayat (4), Peraturan Desa tidak bertentangan dengan
kepentingan wumuni, kesusilaan, dan/atau ketentuan
peraturan perundarng-undangan yang lebih tinggi, Bupati
menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil
klarifikasi yang telah sesuai.

Dalam hal hasil klarifikasi scbagaimana dimaksud pada

ayet (4) ©Dbertentangan dengan kepentingan umum,

kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan

Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

Pemerintah Desa yang masih memberlakukan Peraturan

Desa yang dibatalkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.



(1)

(3)

Bagian Kelima
Pelaksanaan
Pasal 12

Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan
Hal: Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan
melaksanakan pembangunun dan anggaran Desa melalui
penyusuran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa

(RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa).

Pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewerangan Lokal Berskala Desa menganut prinsip
transparansi dan akuntabilitas dan dilakukan oleh
Pemerintah Desa dengan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:

a. realisasi pelaksanaan;

b. tingkat pencapaian;

c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;

d. sarana dan prasarana; dan

¢ permeasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

(1)

2)

(4)

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 15

Bupati metakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa.

Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud

vada ayat (1), Bupati membentuk tim evaluasi.

Tim evaluasi sebagaimecna dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri atas:

a. Wakil Bupati, sebaga‘ koordinator;

b. Sekretaris Daerah, sebagai ketua; dan

c. unsur Perangkat Daerah terkait, sebagai anggota
dengan jumlah sesuai kebutuhan.

Tim evaluasi bertugas memberikan rekomendasi kepada

Bupati sesuai dengan hasil kajian dan disertai dengan data

pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Isi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat

berupa:

a. pelaksanaan kewenangan Desa telah sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki dan dapat dilakukan
penambahan kewenangan baruy;



b. pelaksanaan kewenangan Desa telah sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki dan tidak perlu dilakukan
penambahan kewenangan baru; atau

c. pelaksanaan kewenangan Desa perlu dilakukan
perubahan sebagian ke venangan oleh Pemerintah Desa
guna revitalisasi kemzampuan dan kesiapan Desa dalam
melaksanakan kewenangannya.

(6) Revitalisasi kemampuan dan Kkesiapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (S) huruf c dilakukan dalam jangka
waktu paling sedikit 2 (dua) tahun melalui upaya
pembinaan dan penguatan Desa.

Pasal 14

(1) Evaluasi dilakukan paling sedikit dalam waktu 2 (dua)
tahun terhitung sejak penetapan Peraturan Desa tentang
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala Desa.

(2) Ruang lingkup evaluasi pelaksanaan kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

realisasi pelaksanaan;

tingkat pencapaian;

sumber dan jumalah angzgaran yang digunakan;

sarana dan prasarana; dan
e. permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya.

(3) Standar prosedur pelaksanaan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

poop

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 15

(1) Kepala Desa melaporkan kepada Camat pelaksanaan
penataan kewenangan Desa di Desa.

(2) Camat melaporkan kepada Bupati pelaksanaan penataan
kewenangan Desa di wilayahnya.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

(4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait
pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 16
(1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan

Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



(2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai
dari
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. suraber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai

. ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIIl
PUNGUTAN DESA
Pasal 17

(1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka
peningkatan pendapatan asli Desa seusai dengan
kewenangan Desa berdnsarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana
- dimaksud pada ayat (1} diatur dengan Peraturan Desa.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

{1) Pupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penataan dan pelaksanaan Kewenangan Berdasackan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

{2) Pembinaan sebagaimana dxmaksud pada ayat (1}, melatui:

pemberian pedoman;

fasilitasi dan kooirdinasi;

peningkatan kapasitas aparztur Pemerintah Desa;

monitoring dan evaluasi; dan

dukungan teknis adininistrasi.

{3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan
terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa,
Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

o oo

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasat 19

Femerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang
Kewznangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa berdasarkan Peraturan
Bupat: in: paling lama 2 {dua} bulan sejak diundangkan.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 28 September 2018

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI
Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 28 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
TTD
A.L. LEYSANDRI
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

vAKOBUS/SH, MH
VPembina k.1
NIP. 19700223 199903 1 002




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 38 TAHUN 2018

TENTANG : DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

A. Format Peraturan Desa

KEPALA DESA ivsisisvaveasa
KABUPATEN SANGGAU

PERATURAN DESA. . i.cieisecrsin
NOMOR TAHUN ....

TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ..oionvesavaress

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan
Bupati Sanggau Nomor .... Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-undang Carurat Nomor 3 Tahun 1933

tentang Pembentukan D.erah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor

9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 1820);

2. Undang-Undeag Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tehun 2011 Nomor 82,

: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
t 5234);

| 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

! 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturar Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia




Menetapkan

Tahun 2014 Nomor 127 Tarmbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2015 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kecwenangen Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Daerah Kabupater. Sanggau Nomor 4 Tahun
205 tentang Pemerintahan Desa;

Peraturan Bupati Saiggau Nomor .... Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asai Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sanggezu Tahun 2018 Nomor ....... )

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Sanggau sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.

Bupati adalah Bupati Sanggau.

Camat adalah Kepala kecamatan dalam Kabupaten Sanggau
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Desa adalah Desa yang selarjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepenuingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang dizkui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dau kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
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12.

Kepala Desa  adalah  pejabat  yang memimpin
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, penibinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPL adatah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokralis.

Musyawarah Desa adalan musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
rnasyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyvawaratan Desa untuk menyepakati ha! yang bersifat
strateg:s.

Peraturan Desa adalah pceraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang diperintahkan olen peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan
kewenangan.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa
meliputi  kewenangan  berdasarkan hak  asal-usul,
kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang
ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

 atau Pemerintah Daerah Kaburaten/Kota serta kewenangan

13.

. A

lain yang ditugaskan olch Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, ateu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa
atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan
perkembangan kehidupan masyarakat.

Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang
telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif
dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena
perkembangan Desa dan prakarse masyarakat Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah sebagai

pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur,mengurus,
dan menetapkan kewenangan berdasarkan hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala Desa.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah agar

pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



BAB 111
KEWENANGAN DESA
Pasal 3

Kewenangan Desa, meliput:

o ®

kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;

kewenangan lokal berskala Desa;

kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintzah
Daeran Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan

Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan
menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan

kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh
Desa. '

(2) Pelaksanaan  kewenangan yang ditugaskan  oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah
Daerah an pelaksanaan i:ewenangan lain yang ditugaskan
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau
Pemerintah Daerah sesnai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf ¢ dan huruf d diurus oleh Desa.

{3) Penugasan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai

biaya.

BAB IV

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pacsal 5

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi:

c. dan seterusnya.

BABV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

| P ;
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3. Dan seterusnya.



BAB VI
PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA
Pasal 7

(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal wusul dan
kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menjadi dasar bagi Desa untuk
mengatur dan mengurus pembangunan dan anggaran Desa
melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan
Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa
dan/atau Keputusan Kepala Desa.

(3) Ruang lingkup pelaksanaan ineliputi:

realisasi pelaksanaan;

tingkat peacapaian;

sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;

sarana dan prasarana; dan

permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

o R0 o

Pzsal 8

Penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan secara tertib, cfisien,
ekonomis, efektif, transpaian dan bertanggungjawab sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Dese. dapat mciakukan perubahan kewenangan selain
kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ini.

(2) Perubahun kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan cara:
a. menambah kewenangan baru; atau
b. melakukan perubahan sebagian atau seluruh

kewenangan.

(3) Perubahan kewenangan dilakukan berdasarkan hasil
penilaian tim evaluasi kabupaten.

(4) Perubahan kewenangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

¥

Pasal 10

Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan kewenangan Desa
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala
Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada
BPD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau
sesuai kebutuhan.



Pasal 11

(1) Pembviayaan untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan
hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
bersumber dari Anggaran Pencdapatan dan Belanja Desa.

(2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai
dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
KETENTUAN PENUTU?
Pasal 12
Deraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pergundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa ....................

Ditetapkan 81 woewans
pada tanggal ..owesassoameanse

KEPAEA DESA oo
Tanda Tangan dan Cap

NAMA JELAS

Dimiidanighaty dil ..o cammmonnsarssnne
pata IAneEe) . . . s

SEKRETARIS DESA ...c.oovvmvamines

NAMA JELAS

LEMBARAN DESA:.cs sz isvasaavanse TAHUN .... NOMOR ....



B. Format Berita Acara Musyawarah Desa

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG
HASIL MEMILIH DAFTAR KENENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada har) il Tanggal o [ 51 F-1 xR, tahun
....................... , bertempat di Balai Desa ..................... telah
dilaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka mengkaji dan memilih
kewenangan yang akan dilaksanekan oleh Desa ..o
berdasarkan daftar kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati
Sanggau Nomor ....... Tahun ..... tentang Daftar Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, yang
dihaciri oleh BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, unsur Lembaga
Kemasyarakatan Desa darn unsur masyarakat Desa sebagaimana daftar

hadir terlampir, dengan kegiatan sebagai berikut:

A. Materi Rapat

Pemilihan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa dan
kewenangan lokal berskala Desa yang akan dilaksanakan oleh Desa
.......................... berdasarkan daftar kewenangan Desa yang diatur
dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor ....... Tahun ..... tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa dergan mempertimbangkan situasi, kondisi dan
kebutuhan lokal di Desa.

B. Keputusar. Rapat

Rincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa dan
kewenangan lokal berskala Desa yang dipilih dan akan dilaksanakan
aleh Desa oo oo , acalah sebagai berikut:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, meliputi:

¢. dan seterusnya.

2. Kewenangan lokal berskala Desa, meliputi:

c. dan seterusnya.



C. Penutup

Keputusan hasil musyawarah Desa ini menjadi dasar bagi BPD dan
Pemerintah Desa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa
tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala Desa. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Desa dimaksud
akan dibahas dan disepakati bersama oleh BPD dan Kepala Desa, dan

ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

KEPALA DESA ............... BADAN PERMUSYAWARATAN
DESR o
Ketua,
NAMA JELAS
NAMA JELAS

PERWAKILAN PESERTA MUSYAWARAH DESA :

BUPATI SANGGAU,
TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA KUM DAN HAM,

3 2 H
Pem)éina ’I‘in'gkﬁt I1(IV/b)
NIP. 19700223 199903 12 002




